




















































































































 

 

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

PEMBINAAN LEMBAGA ADAT 

 

Nama Bidang : Bidang Tradisi dan Warisan Budaya 

Program : 2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan 

Kegiatan : 2.22.02.1.03. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah  Provinsi 

Sub Kegiatan : 2.22.02.1.03.03. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan 

Lembaga Adat 

Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan 

Lembaga Adat 

Indikator Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan / 

Difasilitasi 

Target : 150 

Anggaran : Rp. 10.126.210.100,- (Sepuluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam 

Juta Dua  Ratus Sepuluh  Ribu Seratus Rupiah) 

PPTK : Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya 

 

I. LATAR BELAKANG 

Globalisasi membawa pengaruh yang besar terhadap upaya-upaya dalam 

melaksanakan Penguatan dan Pemajuan nilai tradisi, kearifan lokal, adat, seni dan 

budaya dalam dimensi Sekala dan Niskala. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 

informasi dan juga akibat adanya pengaruh kepariwisataan tentunya dapat merubah 

prilaku masyarakat Bali dalam memaknai dan mewariskan seni budaya Bali yang 

adiluhung. Bila hal ini tidak diantisipasi maka sudah pasti Bali yang terkenal dengan 

adat, agama, tradisi, seni dan budayanya yang khas secara perlahan-lahan akan 

tergerus oleh budaya luar akibat dari pengaruh globalisasi. 

Penguatan mengandung makna untuk menjaga Kesucian, Keluhuran dan 

Kesakralan Kebudayaan dalam dimensi Niskala. Pemajuan yang mengandung unsur: 

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan terhadap objek 

Kebudayaan dalam dimensi Sekala. Pengelolaan Penguatan dan Pemajuan 



Kebudayaan Bali juga mencermati keberadaan Kebudayaan sebagai entitas yang 

dinamis dan berwawasan ke depan. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka Penguatan dan Pemajuan nilai tradisi, 

kearifan lokal, adat, seni dan budaya dalam dimensi Sekala dan Niskala, sangat 

dibutuhkan masyarakat Bali dalam menghadapi berbagai pengaruh globalisasi 

terutama yang merugikan tatanan budaya Bali. Keberadaan lembaga adat di Bali 

sebagai mitra kerja Pemerintah sangat besar peranannya dalam melaksanakan 

kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan terhadap 

Objek Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana 

untuk pembinaan lembaga adat, yang nantinya akan dapat memperlancar peranan 

dan fungsi lembaga adat baik yang tergabung dalam berbagai sekaa yang tumbuh 

dan berkembang di masyarakat adat Bali. 

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Bali atas peran serta lembaga adat 

dalam melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan 

terhadap Kebudayaan Bali, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui Program 

Pengembangan Kebudayaan, melaksanakan Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat 

yang penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, 

dengan Sub Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat. 

 

 

II. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian 



Hibah dan Bantuan Sosial; 

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban serta Monitoring Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan 

Pemajuan Kebudayaan Bali; 

 

 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah Kabupaten/Kota 

dalam1 (satu) daerah  Provinsi, dengan Sub Kegiatan penyediaan sarana dan 

prasarana pembinaan lembaga adat, merupakan wujud nyata dari perhatian dan 

dukungan pemerintah Provinsi Bali terhadap aktivitas pelestarian budaya Bali 

yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat Bali (Sekaa). 

2. Pembinaan lembaga adat melalui dukungan penyediaan sarana dan prasarana 

pembinaan lembaga adat, juga akan sangat membantu program Pemerintah 

Provinsi Bali dalam pelestarian nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya 

Bali. 

 

 

IV. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat dari Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya lintas 

daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) daerah  Provinsi, dengan Sub Kegiatan 

penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat : 

- Banjar Adat/Sekaa/Sanggar/Pengempon Pura/Komunitas. 

- Pemerintah Provinsi Bali. 

- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. 

 

 

V. STRATEGI PENCAPAIAN 

A. Metode Pelaksanaan 

1. Pemberian dana Hibah kepada Banjar Adat / Sekaa / Sanggar / 

Pengempon Pura / Komunitas, sesuai kemampuan Pemerintah dan 



penggunaannya mengacu pada proposal yang diajukan. 

2. Peninjauan lapangan dalam rangka memverifikasi ke alamat pemohon 

sesuai dengan proposal yang diterima   untuk  dibuatkan rekomendasi. 

3. Mengajukan rekomendasi besaran nilai bantuan ke Bappeda Provinsi Bali.  

4. Mengajukan Surat Keputusan kepada Bapak Gubernur dan membuat 

NPHD penggunaan dana Hibah.  

5. Belanja Jasa Tenaga Administrasi, diberikan kepada tenaga kontrak setiap 

bulan (termasuk BPJS). 

 

B. Waktu Pelaksanaan 

1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

       Adapun tahapan yang dilaksanakan adalah: 

a. Mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan Tim / Panitia 

Pelaksana. 

b. Merekap permohonan Bantuan dana Hibah dari Banjar 

Adat/Sekaa/Sanggar/Pengempon Pura/Komunitas. 

c. Membuat rekomendasi besaran nilai bantuan untuk diajukan ke Bappeda 

Provinsi Bali. 

d. Pelaksanaan administrasi pencairan. 

2. Waktu pelaksanaan adalah di Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 

2025. 

3. Waktu Pencapaian Keluaran 

                   Adapun waktu untuk pencapaian keluaran tersebut adalah selama 1 (satu) 

Tahun Anggaran. 

 

 

VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

Program Pengembangan Kebudayaan melaksanakan Kegiatan Pembinaan 

Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah  Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Pembinaan Lembaga Adat. Dukungan dana  dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 

sebesar Rp. 10.126.210.100,- (Sepuluh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua  Ratus 

Sepuluh  Ribu Seratus Rupiah). 

 

 

 

 

 

 



VII. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Kebudayaan, 

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya lintas daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah  Provinsi, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Tahun 2025. 

   

Mengetahui,  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 

  

 

I GEDE ARYA SUGIARTHA  Ida Bagus Alit Suryana,S.Ag,M.Si. 
NIP. 19661201 199103 1 003  Pembina Tk.I 

NIP. 19730924 199903 1 005 
                                                                

   



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERANGKA ACUAN KINERJA (KAK) 
 

KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA 
LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA 

 
SUB KEGIATAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA 

MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN 
TUNTUTAN 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI 
2025 



KERANGKA ACUAN KERJA 

(KAK)  

 

Nama OPD    : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 

Nama Bidang/Bagian  : Kesenian 

Nama Program   : Pengembangan Kesenian Tradisional 

Capaian Program (Outcome) : Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan  

  Tenaga Kebudayaan 

Target Outcome Program : 5 Persen 

Nama Kegiatan   : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya  

                                                        Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Nama Sub Kegiatan  : Standardisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia  

Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan 

dan Tuntutan 

Luaran Kegiatan (Output) : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian  

  Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi 

Target  Output Kegiatan  : 200 Sertifikat 

Target Hasil Kegiatan  : 100% 

 

I. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

c. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang;  

e. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi 

Vertikal di Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan 

Pemajuan Kebudayaan Bali; 

i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran 



Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 

Anggaran 2024; 

j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024. 

k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Tarif  Pagelaran, 

Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang 

Kebudayaan; 

l. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium dan Satuan 

Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali.  

n. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium dan Satuan 

Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali. 

 

2. Gambaran Umum 

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni 

Bali sebagai suatu daerah dan wilayah yang amat kaya akan warisan seni 

budaya termasuk, seluruh kegiatan sosial, kultural, dan spiritual tidak lepas dari 

sentuhan seni. Hal ini menunjukkan betapa esensialnya kesenian dalam 

kehidupan masyarakat Bali. Oleh sebab itu dalam menjaga kelestarian dan 

keajegan budaya Bali perlu peran dari semua pihak baik pemangku 

kepentingan maupun masyarakat. Perlu ada upaya nyata dalam meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia di era globalisasi seperti, sumber daya 

manusia bidang seni.    

Perkembangan seni, seperti seni pertunjukan, seni rupa, seni media rekam 

dan seni sastra baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional  

mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari globalisasi. Berbagai bentuk 

seni ditampilkan dalam skala global sehingga masing-masing dituntut 

menampilkan pencapaian karya yang bermutu dan bermakna. Beberapa aspek 

penting yang menjadi penentu dalam pencapaian karya, yaitu sumber daya 

manusia (SDM), Tata Kelola (Manajemen) serta Sarana Prasarana yang 

memadai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut berperan didalam 

pencapaian sebuah karya seni. Teknologi yang semakin maju membawa 



perubahan pada aspek penampilan, perlengkapan, dan peralatan yang 

menopang penampilan seni itu sendiri. Sumber daya manusia yang 

berkompeten dalam bidangnya juga menjadi faktor pendukung agar kemajuan 

teknologi dalam berbagai bidang seni dapat berfungsi optimal. 

Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 

Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang juga 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan 

Kebudayaan, memandang perlu adanya penguatan dan pemajuan kebudayaan 

Bali yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah sebagai dasar 

pengelolaan pemajuan kebudayaan Bali.  Kemudian penguatan dan pemajuan 

kebudayaan Bali merupakan antisipasi terhadap dinamika perubahan 

masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada 

keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya sekaligus memperkokoh 

kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban 

dunia/Bali Padma Bhuwana. Upaya-upaya tersebut tentunya perlu dilakukan 

untuk menjaga kebudayaan Bali yang unik dan mempunyai nilai yang tinggi dan 

luhur yang diwarsikan oleh leluhur dan dilaksanakan setiap generasi 

masyarakat Bali secara turun temurun. Salah satu amanat dalam Perda 

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ialah standarisasi dan sertifikasi. 

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan, pada tahun 2025 

melaksanakan Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Kegiatan 

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber daya 

Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan yakni 

kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (Sekaa, Sanggar, 

Komunitas, Yayasan Seni) merupakan langkah strategis: 

- Untuk memudahkan pendataan sekaa/sanggar/komunitas/yayasan 

seni di seluruh Bali. 

- Memudahkan penyusunan klasifikasi sekaa/sanggar/komunitas/ 

yayasan seni. 

- Memudahkan pendataan seniman, arsitek, desainer, sarana, prasarana 

seni, dan lain-lain yang mendukung bidang seni. 

Standardisasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan sekaa/sanggar/ 

komunitas/yayasan seni tersebar di wilayah Provinsi Bali, dalam pengendalian 

mutu, pengelolaan, dan produktivitas. Standardisasi dilakukan dengan 

pengisian borang sehingga dapat diketahui dimensi-dimensi kinerja 

pengelolaan dan produktivitas lembaga seni yang dikelola. 

Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti atau sertifikat pemenuhan 



standar kualitas kelembagaan dan pemajuan sumber daya manusia dengan 

kategori: Parama Patram Budaya untuk kategori unggul, Madyama Patram 

Budaya untuk kategori menengah, dan Pratama Patram Budaya untuk kategori 

pemula. 

Berkenaan dengan hal tersebut, lembaga seni yang didukung oleh sumber 

daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai perlu mendapat 

perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan. Demi 

meningkatnya kualitas pembinaan tata kelola lembaga seni, serta sumber daya 

manusia kesenian di masyarakat, Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni 

dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Seni yang berkomitmen selalu 

meningkatkan kualtas lembaga serta SDM yang dimiliki. Hal tersebut 

dikarenakan keberadaan Lembaga Seni ditengah masyarakat dikenal mampu 

menjadi benteng untuk pelestarian kesenian sekaligus mampu 

mentransformasikan kesenian tradisi warisan leluhur kepada generasi muda. 

 

b. Jasa Tenaga Administrasi 

Jasa Tenaga Administrasi direalisasikan kepada tenaga kontrak yang telah 

memberikan kontribusi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam 

membantu pelaksanaan kegiatan. Jasa diberikan setiap bulan termasuk BPJS 

dan THR. 

 

II. PENERIMA MANFAAT 

1. Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni; 

2. Seniman/Pelaku Seni tersebar di Provinsi Bali; 

3. Pencinta, penikmat seni dan masyarakat luas; 

4. Pemerintah Provinsi Bali; 

5. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. 

 

III. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Metode Pelaksanaan 

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni 

 Publikasi serta pendataan usulan peserta kegiatan Standarisasi dan 

Sertifikasi Lembaga Seni (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) dari Dinas 

yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;  

 Publikasi serta pendataan pendaftaran peserta kegiatan (sekaa/sanggar/ 

komunitas/yayasan seni) melalui website resmi serta media sosial Dinas 

Kebudayaan Provinsi Bali untuk pendaftaran secara mandiri; 



 Pembinaan/sosialisasi kepada peserta kegiatan (perwakilan sekaa/sanggar/ 

komunitas/yayasan seni) melalui dalam jaringan oleh Tim Pendukung 

Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Kesenian Tradisional; 

 Verifikasi dokumen peserta kegiatan pada Dinas yang menangani Urusan 

Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali; 

 Pleno penetapan penerima sertifikat (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) 

Parama Patram Budaya (kategori unggul), Madyama Patram Budaya 

(kategori menengah), dan  Pratama Patram Budaya (kategori pemula);  

 Penyerahan sertifikat Parama Patram Budaya (kategori unggul), Madyama 

Patram Budaya (kategori menengah), dan Pratama Patram Budaya (kategori 

pemula) kepada penerima sertifikat yang ditandatangani oleh Gubernur 

Bali/Pj. Gubernur Bali. 

 

b. Jasa Tenaga Administrasi 

 Membuat SK (Surat Keputusan)  Tenaga Kontrak; 

 Membuat SPK (Surat Perintah Kerja); 

 Administrasi Gaji Kontrak. 

 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni 

 Tahapan: 

- Menyiapkan kebijakan teknis dasar dalam pelaksanaan tugas; 

- Menyusun jadwal kegiatan; 

- Mendata peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) 

usulan peserta kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni dari 

Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali; 

- Mendata peserta kegiatan secara mandiri (sekaa/sanggar/komunitas/ 

yayasan seni) yang mendapatkan informasi kegiatan melalui publikasi 

website resmi serta media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Bali; 

- Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan/sosialisasi melalui 

dalam jaringan oleh Tim Pendukung Standarisasi dan Sertifikasi Sumber 

Daya Kesenian Tradisional; 

- Memverifikasi dokumen peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/ 

yayasan seni) pada Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan 

Kabupaten/Kota se-Bali; 

- Mempersiapkan dan melaksanakan pleno penetapan penerima sertifikat 

(sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) Parama Patram Budaya 



(kategori unggul), Madyama Patram Budaya (kategori menengah), dan  

Pratama Patram Budaya (kategori pemula); 

- Mempersiapkan dan melaksanakan penyerahan sertifikat Parama 

Patram Budaya (kategori unggul), Madyama Patram Budaya (kategori 

menengah), dan Pratama Patram Budaya (kategori pemula) kepada 

penerima sertifikat yang ditandatangani oleh Gubernur Bali/Pj. Gubernur 

Bali. 

- Mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Standarisasi dan setifikasi Lembaga Seni; 

- Menyusun laporan kegiatan; 

- Menyelesaikan penata usahaan administrasi keuangan. 

 

 Waktu Pelaksanaan: 

                         Bulan Januari-Desember 2025. 

 

b. Jasa Tenaga Administrasi 

 Tahapan 

- Menerima dan mendata lamaran kerja; 

- Membuat Surat Keputusan tenaga Kontrak; 

- Membuat Surat Perintah Kerja (SPK); 

- Membuat administrasi gaji Kontrak. 

 

 Waktu Pelaksanaan 

Bulan Januari-Desember 2025 

 

IV. WAKTU CAPAIAN KELUARAN 

      Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran selama 1 (satu) tahun Anggaran     

      2025. 

 

  



V. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

    Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 347.872.370,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta 

Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Dengan rincian 

sebagai berikut:  

No Uraian Belanja 
Satuan 

Volume 

Anggaran 

(Rp) 

1. 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak 
Lembar, Buah 

                               

28.495.000 

2. 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos 
Lembar 

                                    

549.500 

3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Orang/kali 11.250.000 

4. 
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 

Lapangan 
Orang/kali 20.250.000 

5. Belanja Jasa Tenaga Ahli 
Orang bulan, 

Orang/Jam 
40.000.000 

6. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 
Orang/bulan, 

Orang/Tahun 
215.759.270 

7. 
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 

ASN 
Orang/bulan 9.234.750 

8. 
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN 
Orang/bulan 503.440 

9. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Orang/bulan 629.300 

10. Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non Asn Orang/bulan 7.761.110 

11. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Orang/Hari 13.440.000 

TOTAL 347.872.370                             

  



VI. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Kesenian 
Tradisional, kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia 
Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan Tahun 2025 dibuat, untuk 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Mengetahui, 
Kepala Dinas Kebudayaan, 
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Prol.M<fede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 
Pembina Utama Madya (IV/d) 
NIP. 19661201 199103 1 003 

Bali, 2 Januari 2025 
Kepala Bidang Kesenian 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 

Putu Agus Yudiantara, A.Par., M.Par 
Pembina (IV/a) 
NIP. 19740821 199903 1 007 

• 



Nama Bidang 
Program 
Kegiatan 
Sub Kegiatan 

Kinerja 
Indikator Kinerja 
Target 

Anggaran 

PPTK 

I. Latar Belakang 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR- BALI (80234), TELEPON (0361) 264474 
WEBSITE: ww.disbud,baliprov.go,id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id 

DINAS KEBUDAYAAN 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
TAHUN 2025 

Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 

2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 

2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 
:2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya 

:11 objek 

:Terlaksananya Cagar Budaya yang diregistrasi 
:Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi 

: Rp. 350.453.820,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus 
Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) 

Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 

Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalahwarisan budaya bersifat 
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur 
Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat 
dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan 
melalui proses PENETAPAN. 

Cagar budaya sebagai salah satu Obyek Pemajuan Kebudayaan 

(OPK) sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan , baik yang berupa benda, bangunan, struktur, stus dan kawasan 

merupakan warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku 
kehidupan masa lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan 



merupakan warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku 
kehidupan masa lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan 
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat 
melalui upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan 
dalam rangka memajukan kebudayaan untuk sebesar besarnya kemakmuran 

rakyat. 
Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya pada Bagian Kedua tentang Pelindungan, upaya-upaya yang termasuk 
dalam pelindungan terhadap Cagar Budaya/ODCB adalah dilakukan melalui : 

1. Penyelamatan; penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah 
kerusakan karena factor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan 

berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya,, dan mencegah 
pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar 

Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan 

2. Pengamanan; pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah 

Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah. 
Pengamanan harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan 
Sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama 

kebudayaan danlatau pariwisata. 

3. Zonasi ; pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan 
batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi 

berdasarkan hasil kajian. Sistem zonasi terdiri atas (a) zona inti, (b) zona 

penyangga, (c) zona pengembangan danlatau (d) zona penunjang. Sistem 
Zonasi ditetapkan oleh 

a. Menteri , apabla telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional 

atau mencakup dua provinsi atau lebih, 

b. Gubernur, apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi 
atau mencakup dua kabupaten atau lebih, 

C. Bupati/Waliota, sesuai dengan keluasan situs Cagar Budaya atau 

Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota. 
4. Pemeliharaan; pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar 

budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh 



alam dan atau perbuatan manusia, dilakukan dengan permbersihan, 
pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan 

keaslian bentuk, tata letak,gaya, bahan danlatau teknologi Cagar Budaya. 
5. Pemugaran; pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar 

budaya yang rusak dlakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan 
cara memperbaiki, memperkuat, danlatau mengawetkan nya melalui 
pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi. 

Disamping itu, penyusunan peraturan-peraturan tentang Pelestarian 

Cagar Budaya merupakan salah satu upaya pelindungan Cagar Budaya untuk 
memajukan Kebudayaan 

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Cagar Budaya tersebut 
dan mencapai keberhasilan kinerja pembangunan bidang kebudayaan, maka 
Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui 
bidang Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan "Pengelolaan 
Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Sub Kegiatan Pelindungan Cagar 
Budaya'. 

II. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini : 

1. Mengoptimalkan pelindungan terhadap Cagarbudaya maupun ODCB di 
wilayah provinsi Bali 

2. Terwujudnya pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan 
batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi 
berdasarkan hasil kajian. 

3. Informasi tentang Cagar Budaya agar bisa terpublikasikan ke masyarakat 
sehingga apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya Bali semakin 

meningkat yang berakibat lestarinya Cagar Budaya Bali. 

II. Target/Sasaran Kegiatan 
Sasaran kegiatan ini adalah cagar budaya yang berada di wilayah 

provinsi Bali baik berupa benda, situs, bangunan, struktur, kawasan maupun 
satuan ruang geografis. 

Target kegiatan: 
1.Zonasi 1 situs Cagar Budaya Bali 



2.Inventarisasi Cagar Budaya 

IV. Lokasi Kegiatan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 9 (sembilan) kabupaten/kota Se 
Bali yang dilakukan secara bertahap. 

V. Alokasi Anggaran 

Kegiatanini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 
dengan anggaran sebesar Rp. 350.453.820,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta 

Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah), 
Anggaran tersebut selain untuk pembiayaan sub kegiatan pelindungan cagar 
budaya juga untuk membayar gaji tenaga non ASN sebanyak 3 (tiga) orang 
sebesar Rp. 113.046.420,- (Seratus Tiga Belas Juta Empat Puluh Enam Empat 
Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga anggaran sub kegiatan Penetapan Cagar 
Budaya sebesar Rp.237.407.400,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat 
Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah), dengan alokasi sebagai berikut 

1. Belanja Barang sebesar 

1. Belanja Jasa sebesar 

2. Belanja Perjalanan Dinas 

VI. Pelaksanaan Kegiatan 

kegiatan: 

Rp. 59.465.400, 

Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya terdiri dari beberapa rangkaian 

Rp. 65.650. 000, 

Rp. 112.292.000, 

1. Diawali dengan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang akan 

bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dalam melakasanakan 

kegiatan Zonasi Cagar Budaya seperti Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Bali, Dinas Kebudayaan Kabupaten/ Kota yang mewilayahi 

situs yang akan di zonasi maupun pengelola/pengempon situs 

bersangkutan. 

3. Inventarisasi Obyek Diduga Cagar Budaya 

2. Pembentukan Tim pelaksana kegiatan zonasi tahun 2025 yang 
melibatkan tim ahli. 

4. Pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan zonasi langsung ke 

situsnya 



VIl. Jadwal Kegiatan 

2 

3 

4 

5 

1 Persiapan ( koordinsi, 
pembuatan SK, dll) 
Inventarisasi Obyek Diduga 

7 

5. Sosialisasi hasil kajian zonasi situs cagar budaya kepada 

masyarakat terutama pemilik/pengempon situs bersangkutan. 
6. Pembuatan Surat Keputusan Gubernur tentang Zonasi Cagar 

Budaya. 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Jan - Des 2025 

Zonasi Cagar Budaya 

Uraian 

Cagar Budaya 
Zonasi Cagar Budaya 

Sosialisasi zonasi cagar 
budaya 

Final 

Penyusunan SK 

Evaluasi 

Penyelesaian Administrasi 

123 45 

BULAN 

6 7 10 11 12 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 
Pelindungan Cagar Budaya, 
Kepala Bidang Cagar Budaya dan 
Permuseuman 

Ayu Putu Lilik Handayani, AP.,SH,MH 
NIP. 19760205 199412 2 001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN 

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 
 

 
Nama Bidang  : Bidang Tradisi dan Warisan Budaya 

Program  : 2.22.02  Program Pengembangan Kebudayaan 
Kegiatan  : 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat  
  Pelakunya Lintas Daerah kabupaten Kotadalam 1 (satu) 

   Daerah provinsi 
Sub Kegiatan  : 2.22.02.1.01.01  Pelindungan, Pengembangan,  

   Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 
Kinerja  : Terlaksananya pelindungan, pengembangan,  

   Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 
Indikator Kinerja : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi,  

   Dikembangkan dan dimanfaatkan 
Target  : 40 Objek 
Anggaran : Rp. 750.509.552,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima 

Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua 
Rupiah). 

PPTK : Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya 
 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pemerintah Provinsi Bali menempatkan kebudayaan sebagai hulu 

pembangunan Bali. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan Dinas 

Kebudayaan Provinsi Bali dalam mewujudkan penguatan dan pemajuan 

Kebudayaan Bali, salah satunya terangkum dalam sub kegiatan Pelindungan, 

Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, terdapat 19 

(Sembilan belas) objek penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali yaitu: 

kearifan lokal, ritus, benda sakral, pengetahuan tradisional, teknologi 

tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan, manuskrip, situs, adat 

istiadat, seni, arsitektur tradisional, bahasa dan aksara, permainan rakyat, 

olahraga tradisional, kerajinan, desain, budana dan boga. 

Penguatan dan Pemajuan kebudayaan Bali melalui peningkatan 

pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai adat, 

agama, tradisi, seni dan budaya krama Bali merupakan antisipasi terhadap 

dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang 

berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya, 



sekaligus memperkokoh kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali 

sebagai pusat peradaban dunia (Bali Padma Bhuwana).  

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kebudayaan melaksanakan sub 

kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 

Kebudayaan, yang didalamnya terdapat beberapa agenda apresiasi 

kebudayaan meliputi: 

1. Jantra Tradisi Bali (Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Bali); merupakan 

kegiatan apresiasi budaya tradisi untuk penguatan dan pemajuan 

kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan 

tradisonal, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Kegiatan jantra 

Tradisi Bali ini dilaksanakan dengan penyelenggaraan lomba-lomba, 

pameran, demonstrasi, dan sarasehan. 

2. Pengusulan Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Takbenda;  

a. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersinergi dengan Dinas 

Kabupaten/Kota, serta Balai Pelestarian Nilai Budaya mengusulkan 

pencatatan dan penetapan warisan budaya Bali ke Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan sebagai Warisan 

Budaya Takbenda Indonesia.  

b. Penyusunan kajian dan pembuatan dokumentasi audio visual warisan 

budaya takbenda 

 

II. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6055). 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan 

Convention for The Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 

(Konvensi untuk Perlindungan Warisan budaya Takbenda) 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 

2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1486) 

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. 

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 

2019, tentang Standar Tarif Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan 

Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan.  

 

 



 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Kagiatan Jantra Tradisi Bali dimaksudkan untuk memberi ruang 

interaksi budaya yang kreatif atas keragaman tradisi budaya Bali. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat toleransi, pengetahuan dan 

pemahaman serta regenerasi terhadap keragamaan kekayaan tradisi 

budaya Bali dalam rangka menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga 

terhadap tradisi budaya Bali. 

2. Penetapan Warisan Budaya TakBenda, Pengkajian dan 

pendokumentasian warisan budaya merupakan salah satu upaya 

pelindungan warisan budaya Bali agar dapat menjadi referensi dan 

publikasi bagi masyarakat luas dan generasi mendatang. 

 

IV. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah: 

- Pemerintah Provinsi Bali. 

- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. 

- Komunitas Budaya / Desa Adat / Sekaa Truna Teruni 

- Lembaga Pendidikan 

- Masyarakat secara luas, baik anak-anak, remaja, dewasa 

 

V. STRATEGI PENCAPAIAN 

A. Metode Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan Lomba-lomba (lomba olahraga tradisional, lomba 

apresiasi budaya) 

2. Peninjauan dan pengumpulan data ke lapangan, wawancara. 

3. Penilaian dengan melibatkan tim  

4. Sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung (tatap muka) 

maupun secara vitual (zoom meeting, dialog interaktif, aplikasi). 

B. Waktu Pelaksanaan 

a. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

       Adapun tahapan yang dilaksanakan adalah: 

1. Mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan Tim / Panitia 

Pelaksana.  

2. Penyusunan jadwal dan rencana kerja. 

3. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota, 

Instansi/Lembaga terkait, serta akademisi, dan SDM lainnya 

yang terlibat. 



 

4. Mempersiapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan. 

5. Pelaksanaan Kegiatan/pengumpulan data/penilaian  ke 

lapangan 

6. Evaluasi dan pelaporan 

b. Waktu pelaksanaan adalah di Triwulan I, II, III, IV Tahun 

Anggaran 2025. 

c. Waktu Pencapaian Keluaran 

     Adapun waktu untuk pencapaian keluaran tersebut adalah selama 

1 (satu) Tahun Anggaran. 

 

VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan 

Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 

Daerah provinsi, Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 

Objek Pemajuan Kebudayaan diusulkan dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 

sebesar Rp. 750.509.552,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus 

Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). 

 

VII. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Pelindungan, 

Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 PPTK Sub Kegiatan Pelindungan, 

Pengembangan, Pemanfaatan Objek 
Pemajuan Kebudayaan, 

 

 
Ida Bagus Alit Suryana, S.Ag., M.Si 

NIP. 19732409 199903 1 005 

 



Nama Bidang 

Program 

Kegiatan 
Sub Kegiatan 

Kinerja 

Indikator Kinerja 

Target 

Anggaran 

PPTK 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

I. Latar Belakang 

DINAS KEBUDAYAAN 

JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR - BALI (80234), TELEPON (0361) 264474 
WEBSITE: ww.disbud.baliprov.go.id. EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
TAHUN 2025 

Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 

: 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 
:2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 
:2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 

:Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya 
:Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan 

:6 Objek 

: Rp. 136.121.300,- (( Seratus tiga puluh enam juta seratus dua 
puluh satu ribu tiga ratus rupiah) 

: Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 

Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan 

berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, 

Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat danlatau di air yang perlu 
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, dan/atau agama 

Cagar budaya sebagai salah satu Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 

baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan merupakan 
warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masa 

lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga 
perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya Pelindungan, 

kebudayaan melaluj proses 

PENETAPAN. 



Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan dalam rangka memajukan 
kebudayaan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
pada Bagian Keempat tentang Pemanfaatan, diamanatkan bahwa : 

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan 
Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. 

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi 
Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. 

3. Promosi Cagar budaya dilakukan utuk memperkuat identitas budaya serta 

meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. 
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penajuan Kebudayaan 

pada Bagian Keempat pasal 33 disebutkan, Pemanfaatan Objek Pemajuan 

Kebudayaan (termasuk Cagar Budaya) dilakukan melalui : (a) internalisasi nilai 

budaya, (b) inovasi, (c) peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, (d) 
komunikasi lintas budaya; dan (e) kolaborasi antar budaya. 

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Cagar Budaya dan Undang 
undang Pemajuan Kebudayaan tersebut dan mencapai keberhasilan kinerja 

pembangunan bidang kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini 

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 
melaksanakan kegiatan "Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Sub 
Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya". 

I. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini: 

1. Mengoptimalkan pemanfaatan terhadap Cagar budaya maupun ODCB di 
wilayah provinsi Bali 

2. Informasi tentang Cagar Budaya agar bisa terpublikasikan ke masyarakat 
sehingga apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya Bali semakin meningkat 
yang berakibat lestarinya Cagar Budaya Bali. 

3. Memupuk rasa nasionalisme dan cinta terhadap warisan leluhur 

II. Target/Sasaran Kegiatan 
Sasaran kegiatan ini adalah cagar budaya yang berada di wilayah provinsi Bali 

baik berupa benda, situs, bangunan, struktur kawasan maupun satuan ruang 

geografis. 
Target kegiatan : 



1. Pemanfaatan 6 situs Cagar Budaya Bali 

2. Generasi muda sebagai pelestari budaya sebanyak 180 orang 

IV. Lokasi Kegiatan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 9 (sembilan) kabupaten/kota Se-Bali 
yang dilakukan secara bertahap. 

V. Alokasi Anggaran 

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan 
anggaran sebesar Rp. 136.121.300,- ( Seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh 

satu ribu tiga ratus rupiah) dengan alokasi sebagai berikut: 

1. Belanja Barang sebesar 

2. Belanja Jasa sebesar 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

VI. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan PEMANFATAN CAGAR BUDAYA dalam wadah "JELAJAH CAGAR 

BUDAYA" terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan : 
1. Diawali dengan koordinasi dengan pengelola situs cagar budaya yang akan 

dijadikan objek kegiatan ini sebanyak 6 situs Cagar Budaya. 
2. Peserta sebanyak 180 orang dengan melibatkan partisipasi generasi muda umur 

Rp. 81.425.300, 

Rp. 37.416.000, 
Rp. 17.280.000, 

10 - 17 tahun, yang dibagi dalam 6 kelompok masing-masing 30 orang. 
3. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu (libur sekolah). 

4. Narasumber terdiri dari 3 orang di masing-masing situs 

a. Pengelola situs 
b. Anggota TACB 

c. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 

5. Selain pengenalan terhadap situs cagar budaya on the spot, juga dilaksanakan 

acara persembahyangan dan bersih-besih di lingkungan situs, Hal ini sebagai 

wujud terimakasih kepada Tuhan, lingkungan dan sesama 
6. Kegiatan Jelajah Cagar Budaya dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025 



VIL. Jadwal Kegiatan 

2 

4 

Waktu Plaksanaan Kegiatan : Peb - Okt 2025 

Uraian 

Persiapan ( pembuatan SK, dll) 

Kegiatan Jelajah Cagar Budaya 

Penyelesaian Administrasi Final 

Evaluasi 

1|2 3 4 5 

BULAN 

6 7 

Keterangan : Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu. 

10 11 12 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 
Pemanfaatan Cagar Budaya 

Ayu Putu Lik Handayani, AP.,SH.,MH 
NIP. 19760205 199412 2 001 



Nama Bidang 

Program 
Kegiatan 
Sub Kegiatan 

Kinerja 
Indikator Kinerja 

Target 

Anggaran 

PPTK 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

I. Latar Belakang 

DINAS KEBUDAYAAN 

JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR - BALI (80234), TELEPON (0361) 264474 
WEBSITE: WwW.disbud.baliprov.qo id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
TAHUN 2025 

:Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 
:2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 
:2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 
:2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 
Tenaga Pelestari Cagar Budaya 

:Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya 
: Jumlah tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan di 
tingkatkan Kapasitasnya 

:337 Objek 

: Rp.90.611.300,- ( Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sebelas 
Ribu Tiga Ratus Rupiah) 

: Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 

Cagar Budaya Bali merupakan bagian integral dari kebudayaan Bali. Budaya 
Hindu di Bali adalah bersifat Living Culture, dipergunakan sebagai pendukung kegiatan 
ritual keagamaan yang mempunyai bentuk, fungsi dan makna yang dijiwai filosopi 
Satyam, Siwam dan Sudharam sehingga bersifat sakral. Sedangkan Cagar Budaya di 

Bali sebagian besar merupakan Budaya Hindu, dimana situs Cagar Budaya Bali 

kebanyakan berupa Pura, begitu juga benda-benda Cagar Budayanya sebagaian besar 
berupa arca, lingga dan yoni maupun simbul-simbul lainya. 

Paradigma pengelolaan Cagar Budaya dewasa ini, diarahkan kepada peran 

serta masyarakat secara aktif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pengelolaan Cagar 
Budaya harus mempunyai dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, 
peningkatan keimanan, harkat dan martabat masyarakat. 



Inventarisasi cagar budaya merupakan tahapan dalam proses registrasi cagar 

budaya terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya, yang diawali dengan 
pendataan, pengolahan data, analisis data, kemudian diinventarisasi sebagai dasar 

kajian dalam membuat rekomendasi bagi Tim Ahli Cagar Budaya yang sudah 

bersertifikasi dan sudah ditetapkan oleh keputusan Gubernur. 

II. Maksud dan Tujuan 

1. Untuk memberikan pemahaman kepada jupel Pura tentang bagaimana cara 

memelihara Pura yang benar sesuai syarat-syarat sebagai jupel. 
2. Memberikan Pembinaan atau pelatihan kepada jupel cara memelihara Pura. 

3. Memberikan apresiasi kepada jupel karena telah melaksanakan tugasnya sesuai 

aturan jupel. 

II. Target/Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan ini adalah masyarkat dan pengempon pura yang berada di 

wilayah provinsi Bali. Target kegiatan: 
1. Masyarakat pengempon Pura 
2. Jupel yang ditugaskan untuk memelihara Pura 

IV. Lokasi Kegiatan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 9 (sembilan) kabupaten/kota Se-Bali 
yang dilakukan secara bertahap. 

V. Alokasi Anggaran 

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan 

anggaran sebesar Rp.90.611.300,- ( Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu 
Tiga Ratus Rupiah) dengan alokasi sebagai berikut 

1. Belanja Barang sebesar 
2. Belanja Jasa sebesar 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

Rp. 90.611.300, 
Rp. 25.871300, 
Rp. 56.640.000, 



VI. Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA dalam wadah "PEMBINAAN DAN 

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PELESTARI CAGAR BUDAYA" terdiri dari 

beberapa rangkaian kegiatan 

1 

2 

1. Diawali koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Jupel Cagar Budaya. 

4 

2. Peserta sebanyak 25 orang di masing masing Kabupaten/Kota 

5 

3. Narasumber terdiri dari 2 orang 

VIl. Jadwal Kegiatan 

4. Memberikan Pembinaan kepada Jupel dan Meberikan teori peraktek langsung 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Peb- Okt 2025 

cara merawat benda cagar budaya. 

5. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar 

Budaya dilaksanakan pada bulan April- Agustus2025 

Uraian 

Persiapan ( pembuatan SK, dl) 

Kegiatan Pembinaan dan 
Peningkatan Kapasitas Tenaga 

Pelestari Cagar Budaya 
Penyelesaian Administrasi Final 

Evaluasi 

12 

BULAN 

34567 10 11 12 

Keterangan: Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu. 

Pejabat P�laksana Teknis Kegiatan, 
Pemanfaatan Cagar Budaya 

Ayu Putu Lilk Handayani, AP.,SH.,MH 
NIP. 19760205 199412 2 001 



Nama Bidang 

Program 
Budaya 
Kegiatan 
Sub Kegiatan 

Kinerja 
Provinsi 

Indikator Kinerja 
Target 
Anggaran 

PPTK 

I. Latar Belakang 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

DINAS KEBUDAYAAN 

JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR � BALI (80234), TELEPON (0361) 264474 
WEBSITE: www.distbud.baliprov,go.id. EMAIL: infodisbud@bal1proy.go.1d 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
TAHUN 2025 

Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 
:2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar 

:2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 
2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya 

: Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat 

3 Objek 

:Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan 

Rp. 252.883.420,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta 
Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua 
Puluh Rupiah ) 

Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 

Berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat 

kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur 
Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat 
danlatau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,pendidikan, agama dan/atau 

kebudayaan melalui proses PENETAPAN. 

Cagar budaya sebagai salah satu Obyek Pemajuan Kebudayaan 
(OPK) sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan, baik yang berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan 

merupakan warisan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku 

kehidupan masa lampau yang penting artinya bagi pemahaman dan 



pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat 

melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan 
dalam rangka memajukan kebudayaan untuk sebesar besarnya kemakmuran 

rakyat. 
Sesuai dengan Undang -undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya diamanatkan bahwa tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah 

melakukan Register Nasional (Regnas) Cagar Budaya (Bab VI) dan Pelestarian 
Cagar Budaya ( Bab VIl ). Registrasi Nasional dilakukan melalui : 

1. Pendaftaran ; pendaftaran adalah upaya pencatatan cagar budaya atau 

obyek diduga cagar budaya yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan 
cagar budaya yang ada di daerah masing-masing selain untuk 
perlindungan, pengamanan dan penyelamatan cagar budaya tersebut. 

Setiap orang bekerjasama dengan Pemerintah daerah (kabupaten/kota 
bisa melakukan pendaftaran Cagar Budaya (CB) atau Obyek Diduga 

Cagar Budaya (0DCB) yang ada di wilayahnya masing-masing. 
Pemerintah provinsi mengkoordinir dan melakukan pengawasan dan 

pembinaan pendaftaran cagar budaya oleh kabupaten/kota. Pendaftaran 
harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokurmentasi seperti foto, audio, 
video, dsb. 

Kegitan Inventarisasi cagar budaya merupakan salah satu upaya 

mendukung pendaftaran cagar budaya tersebut. 
2. Pengkajian: hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya 

(Kabupaten/Kota maupun Provinsi) untk dikaji kelayakannya sebagai 
Cagar Budaya, dengan tujuan melakukan identifikasi dan klarifikasi 
terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis 

yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Dalam 
pengkajan ini TACB dibantu dan difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan 

3. Penetapan; Cagar budaya yang telah didaftarkan dan telah dikaji akan 
ditetapkan statusnya sebagai Cagar Budaya. Penetapan adalah 
pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, 
lokasi danlatau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota maupun provinsi berdasarkan rekomendasi TACB. 



4. Pencatatan; Cagar Budaya yang sudah ditetapkan harus dicatatkan 

dalam Register Nasional Cagar Budaya. Pemerintah provinsi melakukan 

pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya 
yang dikelola oleh pemeritah kabupaten/kota. 

5. Pemeringkatan; Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan 
Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi 
atau peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi TACB 

6. Penghapusan; Penghapusan Cagar Budaya yang sudah dicatat dalam 
Registrasi Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas 

rekomendasi TACB Pusat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti keputusan 

tersebut. 

Salah satu Indikator Kinerja Keberhasilan (indikator kunci) permbangunan 

bidang kebudayaan dalam RPJMN adalah pelestarian cagar budaya, demikian 
juga halnya dalam Indek Pembangunan Kebudayaan (|PK) pada Dimensi 4. 
Cagar budaya merupakan salah satu indikator dalam penentuan point IPK yakni 
Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah 
ditetapkan terhadap total registrasi. 

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-undang Cagar Budaya tersebut 
dan mencapai keberhasilan kinerja pembangunan bidang kebudayaan, maka 
Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui 
bidang Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan "Penetapan 
Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Sub Kegiatan Penetapan Cagar 
Budaya". 

I. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan Kegiatan ini 

1. Agar semakin banyak Cagar Budaya Bali yang berhasil dicatatkan dalam 
Register Cagar Budaya Nasional, 

2. Data Pokok kebudayaan Bali terutama tentang Cagar Budaya menjadi up to 
date. 

3. Semakin banyak penetapan Cagar Budaya Bali baik peringkat 

kabupaten/kota, provinsi, Nasiona maupun Dunia. 
4. Mengoptimalkan pemeliharaan, perawatan dan perlindungan terhadap Cagar 

budaya maupun ODCB yang telah terdaftar 



5. Informasi tentang Cagar Budaya agar bisa terpublikasikan ke masyarakat 

sehingga apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya Bali semakin 

meningkat yang berakibat lestarinya Cagar Budaya Bali. 

II. Target/Sasaran Kegiatan 
Sasaran kegiatan ini adalah cagar budaya yang berada di wilayah 

provinsi Bali baik berupa benda, situs, bangunan, struktur, kawasan maupun 

satuan ruang geografis. 
Target kegiatan : 

1. Rekomendasi penetapan 3 Cagar Budaya Bali serta pemeringkatannya 
2. Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya oleh Gubernur 

3. Pendaftaran Cagar Budaya atau ODCB oleh pemerintah kabupaten/kota 

IV. Lokasi Kegiatan 
Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di 9 (sembilan) kabupaten/kota Se 

Bali yang dilakukan secara bertahap. 

V. Alokasi Anggaran 

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 derngan 
anggaran sebesar Rp. 252.883.420,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan 

Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah). Anggaran 
tersebut selain untuk pembiayaan sub kegiatan penetapan cagar budaya 
peringkat provinsi juga untuk membayar gaji tenaga non ASN sebanyak 3 (tiga) 

orang sebesar Rp. 113.046.420,- sehingga anggaran sub kegiatan Penetapan 
Cagar Budaya sebesar Rp.139.837.000,- ( Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta 
bDelapan Ratus Tiga Puluih Tujuh Ribu Rupiah) dengan alokasi sebagai berikut: 

1. Belanja Barang sebesar 

2. Belanja Jasa sebesar 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

VI. Pelaksanaan Kegiatan 

Rp. 25.601.000, 

kegiatan: 

Rp. 81.000.000, 
Rp. 33.236.000, 

Kegiatan PENETAPAN CAGAR BUDAYA terdiri dari beberapa rangkaian 



1 

2 

4 

5 

VII. Jadwal Kegiatan 

6 

7 

1. Diawali dengan penyusunan berkas pendafataran oleh Tim Pedaftaran Cagar 
Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali berdasarkan usulan pemeringkatan 
Cagar Budaya oleh Kabupaten/Kota se Bali 

2. Berkas Pendaftaran Cagar Budaya kemudian dikaji oleh Tim Ahli Cagar 
Budaya. Apabila diperluknakan dilakukan verifikasi terhadap Cagar Budaya 
yang diusulkan tersebut 

3. Tim Ahli Cagar Budaya, kemudian mengkaji usulan berkas pendaftaran Cagar 
Budaya yang selanjutnya akan disidangkan. Hasil sidang berupa 
REKOMENDASI kepada Gubernur untuk Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya 
dan pemeringkatannya. 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Jan - Des 2025 

Persiapan ( pembuatan SK, 
dl) 

Uraian 

Penyusunn Berkas 
Pendaftaran CB 

Verifikasi Data CB 

Sidang Penetapan 
Penyusunan SK 

Penyelesaian Administrasi 
Final 
Evaluasi 

BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Keterangan: Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu. 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 
Penetapan Cagar Budaya, 
Kepala Bidang Cagar Budaya dan 
Permuseuman 

Ayu Putu Lilik Handayani, AP.,SH.,MH 
NIP. 19760205 199412 2 001 



Nama Bidang 

Program 

Kegiatan 
Sub Kegiatan 

Kinerja 

Indikator Kinerja 

Target 

Anggaran 

PPTK 

. Latar Belakang 

PEMERINTAH PROVINSI BALI 

JALAN IR. JUANDA NOMOR 1 DENPASAR- BALI (80234), TELEPON (0361) 264474 
WEBSITE: ww.disbud, baliprov.go,id EMAIL: infodisbud@baliprov.go.id 

DINAS KEBUDAYAAN 

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) 
TAHUN 2025 

Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 

:2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 
:2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 
: 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya 

Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya 

:3 Objek 
: Jumlah Cagar Budaya yang dikelola 

Rp. 71.230.200,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh 
ribu dua ratus rupiah) 

Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum disebutkan bahwa 

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, 

memanfaatkan Koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Museum 
sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dalam memberikan pendidikan 

kepada masyarakat tentunya harus dikelola dengan baik. Pengelolaan Museum 
adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Koleksi 

melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum 

disebutkan bahwa pemanfaatan museum adalah pendayagunaan koleksi untuk 
kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap 

mempertahankan kelestariannya. Dalam upaya pemanfaatan museum dalam 
penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara mendatangkan peserta didik 
beserta pendidik ke museum, menyelenggarakan museum keliling dan memberikan 
penyuluhan museum dan koleksi. 



Untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum dan 
mencapai keberhasilan kinerja pembangunan bidang kebudayaan, maka 

Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Kebudayaan Provinsi Bali melalui 
bidang Cagar Budaya dan Permuseuman melaksanakan kegiatan "Pengelolaan 

Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan Sub Kegiatan Pengembangan Cagar 
Budaya". Mengingat pentingnya masyarakat untuk memanfaatkan museum yang 
ada sebagai salah satu pusat informasi dan pendidikan maka perlu upaya-upaya 
untuk mendekatkan keberadaan museum dengan masyarakat. Sebagai salah satu 
upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memfasilitasi masyarakat baik peserta 
didik maupun pendidik untuk berkunjung ke museum. 

II. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan Kegiatan ini: 

1. Mengoptimalkan pemanfaatan museum di bawah naungan Dinas Kebudayaan 
Provinsi Bali 

2. Informasi dan koleksi museum bisa terputblikasikan ke masyarakat sehingga 

apresiasi masyarakat terhadap museum semakin meningkat dan menambah 
minat masyarakat untuk mengunjungi museum. 

3. Memupuk rasa nasionalisme dan cinta terhadap warisan leluhur 

III. Target/Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan ini adalah museum-museum yang dikelola oleh Dinas 

Kebudayaan Provinsi Bali. 

Target kegiatan : 
1. Pemanfaatan 3 museum di bawah naungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 

2. Generasi muda sebagai pelestari budaya sebanyak 105 orang 

IV. Lokasi Kegiatan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah di Museum Bali, Museum Lemayeur dan 

Monumen Perjuangan Rakyat Bali yang dilakukan secara bertahap. 

V. Alokasi Anggaran 

Kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan 
anggaran sebesar Rp. 71.230.200,- ( Tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu 

dua ratus rupiah), dengan alokasi sebagai berikut 

1. Belanja Barang sebesar Rp. 48.750.200, 



VI. Pelaksanaan Kegiatan 

2. Belanja Jasa sebesar 

1 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

kegiatan : 

2 

Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya 

5 

1. Diawali dengan koordinasi dengan pengelola museum yang akan djadikan 
objek kegiatan ini yaitu Museum Bali, Museum Lemayeur dan Monumen 

Perjuangan Rakyat Bali 

2. Peserta sebanyak 150 orang dengan melibatkan patisipasi generasi muda umur 
10 - 17 tahun, yang dibagi dalam 3 kelompok masing-masing 25 orang. 

3. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu (libur sekolah). 
4. Narasumber terdiri dari 3 orang di masing-masing situs 

a. Pemandu Museum 

b. Kurator Museum 

VIL. Jadwal Kegiatan 

C. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 
5. Kegiatan dilaksanakan pada bulan April 2025 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan: Peb - Okt 2025 

Uraian 

Persiapan (pembuatan SK, dl) 

Kegiatan Kunjungan Museum 

4 Penyelesaian Administrasi Final 

terdiri dari beberapa rangkaian 

Evaluasi 

1 23 4 5 

Rp. 16.200.000, 

Rp. 6.280.000, 

BULAN 

6 7 

Keterangan: Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu. 

9 10 11 12 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 
Pemanfaatan Cagar Budaya 

Ayu Putu Lik Handayani, AP.,SH.,MH 
NIP. 19760205 199412 2 001 



PEMERINTAH PROVINSI BALI 

DINAS KEBUDAYAAN 
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KERANGKA ACUAN KINERJA (KAK) 

KEGIATAN 
PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT 

PELAKUNYA LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH PROVINSI 

SUB KEGIATAN 

.33J3 

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI 
ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN 

KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN 

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI 
TAHUN 2025 



Nama OPD 

Nama Bidang 
Nama Program 

Capaian Program (Out Come) 

Target Out Come Program 

Kegiatan 

Sub Kegiatan 

Keluaran Kegiatan (Output) 

Target Output Kegiatan 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

Target Hasil Kegiatan 

I. LATAR BELAKANG 

Dasar Hukum 

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 

Bidang Kesenian 

: Pengembangan Kebudayaan 
: Persentase Peningkatan Pengembangan Kebudayaan 

: 5% 
: Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat 

Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 

: Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang 
Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan 

Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 
Jumlah Penerima Penghargaan atas Prestasi, maupun 
yang berkontribusi Luar Biasa Dalam Pemajuan 

Kebudayaan 

:16 Sertifikat 
: 100 % 

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1649); 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi 
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Nomor 5); 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan 
Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14): 
Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Pagelaran, 
Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang Kebudayaan 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 65): 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga 
Barang/Jasa dan Satuan Biaya Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2021; 
Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan 

Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69). 

b. GAMBARAN UMUM 

Bali sebagai pulau kecil memiliki kebudayaan yang dikenal karena keunikannya. 
Sebagai bagian dari kebudayaan nasional, kebudayaan Bali hidup dan berakar kuat di 

masyarakat. Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh masyarakat diyakini dapat 
memberikan gambaran terhadap seluruh hasil cipta, rasa dan karsa manusia sebagai 
persembahan dan rasa bakti kepada Yang Maha Pencipta. Wujud rasa bakti dan 
dedikasi dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni 
budaya merupakan ekspresi ungkapan jiwa dalam menghasilkan karya seni yang 
bermutu sebagai warisan kepada generasi penerus sekaligus sebagai salah satu 
tujuan mencapai keajegan Bali. 

Sejalan dengan itu Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan 
memberikan Penghargaan Adi Sewaka Nugraha, Dharma Kusuma, dan Bali Jani 

Penghargaan Adi Sewaka Nugraha Sebagai wujud perhatian, pengakuan dan 
apresiasi Pemerintah Provinsi Bali atas prestasi, dan pencapaian seniman danlatau 
pelaku seni dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan/atau seni rakyat, 

maka dilaksanakan pemberian penghargaan Adi Sewaka Nugraha Tahun 2025. 

Nugraha. 



Penghargaan Dharma Kusuma yang merupakan penghormatan dan pengakuan 
atas jasa, prestasi, dan pencapaian seseorang dalam peguatan dan pemajuan 
kebudayaan. Penghargaan Seni Dharma Kusuma dimaksud, diberikan kepada 
Seniman, Budayawan, lImuwan dan tokoh masyarakat, baik warga Negara Indonesia 
maupun warga Negara Asing9. 

Pemberian Penghargaan Bali Jani Nugraha merupakan pengakuan dan 
apresiasi atas prestasi, dedikasi, serta pencapaian seseorang dalam pemajuan seni 
modern danlatau kontemporer. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan 
kepada seniman, penulis, kritikus, pelaku seni modern, kontemporer dan seni inovasi 

lainnya. 
Melalui apresiasi penghargaan ini diharapkan terbangun kesadaran untuk 

memahami dan mengenali tokoh, karya dan proses berkarya secara lebih mendalam, 

menciptakan atmosfir berkesenian yang tidak hanya hidup tetapi juga dinamis dalam 
merefleksikan perkembangan jaman serta mampu mewadahi berbagai bidang seni. 

I|. PENERIMA MANFAAT 

1. Budayawan/Seniman/llmuwan/Sastrawan 
2. Pemerintah Provinsi Bali 

3. Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali 
4. Masyarakat Umum di Bali 
5. Sanggar/Yayasan/Kelompok/Komunitas/ sekaa 

III. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Metode Pelaksanaan 

a. Penghargaan Adi Sewaka Nugraha 
b. Penghargaan Dharma Kusuma 
C. Penghargaan Bali Jani Nugraha 

Metode pelaksanaan penghargaan yang diberikan tersebut di atas: 
Melaksanakan pendataan calon penerima melalui usulan dari Perangkat Daerah 
yang menangani urusan kebudayaan di masing-masing Kabupaten/Kota, 
Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan, dan Lembaga nonPemerintah 
Bidang Kebudayaan; 
Melaksanakan rekapitulasi usulan calon; 
Melaksanakan penilaian/seleksi administrasi oleh Tim Juri: 
Melaksanakan penilaian/seleksi nominasi oleh Tim Juri; 
Melaksanakan penilaian verifikasi lapangan oleh Tim Juri; 
Melaksanakan input hasil verifikasi lapangan; 
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Melaksanakan pleno penetapan penerima penghargaan Adi Sewaka Nugraha, 
Dharma Kusuma dan Bali Jani Nugraha; 
Melaporkan hasil penetapan penerima penghargaan Adi Sewaka Nugraha, 
Dharma Kusuma, dan Bali Jani Nugraha kepada Bapak Gubernur Bali. 

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

a. Tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut: 
Pembuatan draf Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penghargaan 
Kepada Piak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan 
Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, 
Penetapan SK Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penghargaan 
kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan 

Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, 
- Rapat-rapat koordinasi dan teknis dengan Tim Juri; 

Pembuatan Petunjuk Teknis Penghargaan Adi Sewaka Nugraha, Dharma 
Kusuma, dan Bali Jani Nugraha; 

Pengumpulan data dari 9 Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan dan lembaga 
lainnya, 

- Rekapitulasi usulan calon penerima penghargaan; 
Pelaksanaan penilaian/seleksi administrasi calon penerima penghargaan; 
Pelaksanaan penilaian /seleksi nominasi calon penerima penghargaan; 

- Pelaksanaan penilaian/verifikasi lapangan; 

- Pembahasan hasil penilaian/verifikasi lapangan; 
- Rapat pleno penetapan; 

- Penetapan dan pembuatan draf SK Penerima Penghargaan; 
- Penetapan Penerima Penghargaan melalui Keputusan Gubernur Bali. 

b. Waktu pelaksanaan: 

Pemberian Penghargaan Adi Sewaka Nugraha pada saat Penutupan Pesta 
Kesenian Bali 2025; 

Pemberian Penghargaan Dharma Kusuma pada tanggal 14 Agustus 2022 
bersamaan dengan Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali: 

Pemberian Penghargaan Bali Jani Nugraha pada saat Penutupan Festival 
Bali Jani 2025. 

IV. Waktu Pencapaian Keluaran 

Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran seluruh kegiatan adalah selama 

(satu) Tahun Anggaran 2025. 
1 



V. Biaya Yang Dipertukan 
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penghargaan (Adi Sewaka Nugraha, Dharma 
Kusuma. dan Bali Jani Nugraha) adalah sebesar Rp 1.349. 881.206,- (Satu milyar tiga 
ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam 

Rupiah). dengan rincian sebagai berikut: 

No 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

10 

12 

13 

14 

16 

Uraian Belanja 
Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 

Belanja Alat/ Bahan Kantor Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 
Belanja Alat/ Bahan Kantor Untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan 
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kotak 

Belanja Jasa tenaga Ahli 

Belanja Jasa lklan/Reklame, Film, dan pemotretan 

Belanja Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan 
Belanja luran Jaminan Kesehhatan bagi Non ASN 
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 
Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN 
Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi 
non ASN 

15 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 
Belanja Penghargaan atas Suatu 
Prestasi 

VI. Penutup 

Satuan Volume 
Lembar/buah 

Lembar 

Buah 

Orang/kali 

Orang/Bulan/Tahun 

Orangl Jam 

Paket 

Orangljam 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

Orang/Bulan 

OH, PP, Orang/kali 

Orang 

Anggaran (Rp) 
14.471.500 

1.884.000 

149.100.000 

9.000.000 

6.750.000 

203.773.026 

15.400.000 

45.000.000 

46.500.000 

8.707.050 

474.672 

593.340 

7.317.618 

40.910.000 

800.000.000 

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada 
Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan 



Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025 dibuat, untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

INAS 

Mengetahui, 
ERMERIN Dinas, 

m 

Pref. Dr1 Gede Arya Sugiartha., S.Skar.. M.Hum BA AMP9661201 199103 1 003 

Bali, 2 Januari 2025 

Kesenian/Pejabat Kepala Bidang 
Pelaksana Teknis Kegiatan, 

Putu Agus Yudiantara, A.Par., M.Par 
NIP. 19740821 199903 1 007 
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DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI 
2025 



KERANGKA ACUAN KERJA 

(KAK)  

 

Nama OPD    : Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 

Nama Bidang/Bagian  : Kesenian 

Nama Program   : Pengembangan Kesenian Tradisional 

Capaian Program (Outcome) : Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan  

  Tenaga Kebudayaan 

Target Outcome Program : 5 Persen 

Nama Kegiatan   : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya  

                                                        Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

Nama Sub Kegiatan  : Standardisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia  

Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan 

dan Tuntutan 

Luaran Kegiatan (Output) : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian  

  Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi 

Target  Output Kegiatan  : 200 Sertifikat 

Target Hasil Kegiatan  : 100% 

 

I. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali; 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

c. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang;  

e. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan 

Instansi Vertikal di Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

g. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan 

Pemajuan Kebudayaan Bali; 

i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran 



Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 

Anggaran 2024; 

j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024. 

k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Tarif  

Pagelaran, Insentif, Hadiah, dan Honorarium Tenaga Ahli Non Akademis Bidang 

Kebudayaan; 

l. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium dan Satuan 

Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali.  

n. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium dan Satuan 

Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali. 

 

2. Gambaran Umum 

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni 

Bali sebagai suatu daerah dan wilayah yang amat kaya akan warisan seni 

budaya termasuk, seluruh kegiatan sosial, kultural, dan spiritual tidak lepas 

dari sentuhan seni. Hal ini menunjukkan betapa esensialnya kesenian dalam 

kehidupan masyarakat Bali. Oleh sebab itu dalam menjaga kelestarian dan 

keajegan budaya Bali perlu peran dari semua pihak baik pemangku 

kepentingan maupun masyarakat. Perlu ada upaya nyata dalam 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di era globalisasi seperti, 

sumber daya manusia bidang seni.    

Perkembangan seni, seperti seni pertunjukan, seni rupa, seni media 

rekam dan seni sastra baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional  

mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari globalisasi. Berbagai bentuk 

seni ditampilkan dalam skala global sehingga masing-masing dituntut 

menampilkan pencapaian karya yang bermutu dan bermakna. Beberapa 

aspek penting yang menjadi penentu dalam pencapaian karya, yaitu sumber 

daya manusia (SDM), Tata Kelola (Manajemen) serta Sarana Prasarana yang 

memadai. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut berperan didalam 

pencapaian sebuah karya seni. Teknologi yang semakin maju membawa 



perubahan pada aspek penampilan, perlengkapan, dan peralatan yang 

menopang penampilan seni itu sendiri. Sumber daya manusia yang 

berkompeten dalam bidangnya juga menjadi faktor pendukung agar kemajuan 

teknologi dalam berbagai bidang seni dapat berfungsi optimal. 

Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 

Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali yang juga 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan 

Kebudayaan, memandang perlu adanya penguatan dan pemajuan 

kebudayaan Bali yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah sebagai 

dasar pengelolaan pemajuan kebudayaan Bali.  Kemudian penguatan dan 

pemajuan kebudayaan Bali merupakan antisipasi terhadap dinamika 

perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang 

berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya 

sekaligus memperkokoh kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali 

sebagai pusat peradaban dunia/Bali Padma Bhuwana. Upaya-upaya tersebut 

tentunya perlu dilakukan untuk menjaga kebudayaan Bali yang unik dan 

mempunyai nilai yang tinggi dan luhur yang diwarsikan oleh leluhur dan 

dilaksanakan setiap generasi masyarakat Bali secara turun temurun. Salah 

satu amanat dalam Perda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ialah 

standarisasi dan sertifikasi. 

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan, pada tahun 2025 

melaksanakan Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Kegiatan 

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber daya 

Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan yakni 

kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni (Sekaa, Sanggar, 

Komunitas, Yayasan Seni) merupakan langkah strategis: 

- Untuk memudahkan pendataan sekaa/sanggar/komunitas/yayasan 

seni di seluruh Bali. 

- Memudahkan penyusunan klasifikasi sekaa/sanggar/komunitas/ 

yayasan seni. 

- Memudahkan pendataan seniman, arsitek, desainer, sarana, 

prasarana seni, dan lain-lain yang mendukung bidang seni. 

Standardisasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan 

sekaa/sanggar/ komunitas/yayasan seni tersebar di wilayah Provinsi Bali, 

dalam pengendalian mutu, pengelolaan, dan produktivitas. Standardisasi 

dilakukan dengan pengisian borang sehingga dapat diketahui dimensi-dimensi 

kinerja pengelolaan dan produktivitas lembaga seni yang dikelola. 



Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti atau sertifikat pemenuhan 

standar kualitas kelembagaan dan pemajuan sumber daya manusia dengan 

kategori: Parama Patram Budaya untuk kategori unggul, Madyama Patram 

Budaya untuk kategori menengah, dan Pratama Patram Budaya untuk 

kategori pemula. 

Berkenaan dengan hal tersebut, lembaga seni yang didukung oleh 

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai perlu 

mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan. 

Demi meningkatnya kualitas pembinaan tata kelola lembaga seni, serta 

sumber daya manusia kesenian di masyarakat, Standarisasi dan Sertifikasi 

Lembaga Seni dapat dijadikan acuan bagi Lembaga Seni yang berkomitmen 

selalu meningkatkan kualtas lembaga serta SDM yang dimiliki. Hal tersebut 

dikarenakan keberadaan Lembaga Seni ditengah masyarakat dikenal mampu 

menjadi benteng untuk pelestarian kesenian sekaligus mampu 

mentransformasikan kesenian tradisi warisan leluhur kepada generasi muda. 

 

b. Jasa Tenaga Administrasi 

Jasa Tenaga Administrasi direalisasikan kepada tenaga kontrak yang 

telah memberikan kontribusi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dalam 

membantu pelaksanaan kegiatan. Jasa diberikan setiap bulan termasuk BPJS 

dan THR. 

 

II. PENERIMA MANFAAT 

1. Sekaa/Sanggar/Komunitas/Yayasan Seni; 

2. Seniman/Pelaku Seni tersebar di Provinsi Bali; 

3. Pencinta, penikmat seni dan masyarakat luas; 

4. Pemerintah Provinsi Bali; 

5. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. 

 

III. STRATEGI PENCAPAIAN 

1. Metode Pelaksanaan 

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni 

 Publikasi serta pendataan usulan peserta kegiatan Standarisasi dan 

Sertifikasi Lembaga Seni (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) dari 

Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali;  



 Publikasi serta pendataan pendaftaran peserta kegiatan (sekaa/sanggar/ 

komunitas/yayasan seni) melalui website resmi serta media sosial Dinas 

Kebudayaan Provinsi Bali untuk pendaftaran secara mandiri; 

 Pembinaan/sosialisasi kepada peserta kegiatan (perwakilan sekaa/sanggar/ 

komunitas/yayasan seni) melalui dalam jaringan oleh Tim Pendukung 

Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Kesenian Tradisional; 

 Verifikasi dokumen peserta kegiatan pada Dinas yang menangani Urusan 

Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali; 

 Pleno penetapan penerima sertifikat (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan 

seni) Parama Patram Budaya (kategori unggul), Madyama Patram Budaya 

(kategori menengah), dan  Pratama Patram Budaya (kategori pemula);  

 Penyerahan sertifikat Parama Patram Budaya (kategori unggul), Madyama 

Patram Budaya (kategori menengah), dan Pratama Patram Budaya (kategori 

pemula) kepada penerima sertifikat yang ditandatangani oleh Gubernur 

Bali/Pj. Gubernur Bali. 

 

b. Jasa Tenaga Administrasi 

 Membuat SK (Surat Keputusan)  Tenaga Kontrak; 

 Membuat SPK (Surat Perintah Kerja); 

 Administrasi Gaji Kontrak. 

 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

a. Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni 

 Tahapan: 

- Menyiapkan kebijakan teknis dasar dalam pelaksanaan tugas; 

- Menyusun jadwal kegiatan; 

- Mendata peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) 

usulan peserta kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Lembaga Seni dari 

Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Bali; 

- Mendata peserta kegiatan secara mandiri (sekaa/sanggar/komunitas/ 

yayasan seni) yang mendapatkan informasi kegiatan melalui publikasi 

website resmi serta media sosial Dinas Kebudayaan Provinsi Bali; 

- Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan/sosialisasi melalui 

dalam jaringan oleh Tim Pendukung Standarisasi dan Sertifikasi 

Sumber Daya Kesenian Tradisional; 

- Memverifikasi dokumen peserta kegiatan (sekaa/sanggar/komunitas/ 

yayasan seni) pada Dinas yang menangani Urusan Kebudayaan 

Kabupaten/Kota se-Bali; 



- Mempersiapkan dan melaksanakan pleno penetapan penerima 

sertifikat (sekaa/sanggar/komunitas/yayasan seni) Parama Patram 

Budaya (kategori unggul), Madyama Patram Budaya (kategori 

menengah), dan  Pratama Patram Budaya (kategori pemula); 

- Mempersiapkan dan melaksanakan penyerahan sertifikat Parama 

Patram Budaya (kategori unggul), Madyama Patram Budaya (kategori 

menengah), dan Pratama Patram Budaya (kategori pemula) kepada 

penerima sertifikat yang ditandatangani oleh Gubernur Bali/Pj. 

Gubernur Bali. 

- Mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Standarisasi dan setifikasi Lembaga Seni; 

- Menyusun laporan kegiatan; 

- Menyelesaikan penata usahaan administrasi keuangan. 

 

 Waktu Pelaksanaan: 

                         Bulan Januari-Desember 2025. 

 

b. Jasa Tenaga Administrasi 

 Tahapan 

- Menerima dan mendata lamaran kerja; 

- Membuat Surat Keputusan tenaga Kontrak; 

- Membuat Surat Perintah Kerja (SPK); 

- Membuat administrasi gaji Kontrak. 

 

 Waktu Pelaksanaan 

Bulan Januari-Desember 2025 

 

IV. WAKTU CAPAIAN KELUARAN 

      Waktu yang diperlukan untuk mencapai keluaran selama 1 (satu) tahun Anggaran     

      2025. 

 

  



V. BIAYA YANG DIPERLUKAN 

    Biaya yang diperlukan sebesar Rp. 361.312.370,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta 

Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Dengan rincian sebagai 

berikut:  

No Uraian Belanja 
Satuan 

Volume 

Anggaran 

(Rp) 

1. 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak 
Lembar, Buah 

                               

28.495.000 

2. 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos 
Lembar 

                                    

549.500 

3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Orang/kali 11.250.000 

4. 
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 

Lapangan 
Orang/kali 20.250.000 

5. Belanja Jasa Tenaga Ahli 
Orang bulan, 

Orang/Jam 
40.000.000 

6. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 
Orang/bulan, 

Orang/Tahun 
215.759.270 

7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Orang/bulan 9.234.750 

8. 
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN 
Orang/bulan 503.440 

9. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Orang/bulan 629.300 

10. Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non Asn Orang/bulan 7.761.110 

11. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Orang/Hari 13.440.000 

TOTAL 347.872.370                             

  



VI. PENUTUP 

      Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Pengembangan Kesenian 

Tradisional, kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Standarisasi dan Sertifikasi Sumber daya Manusia 

Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan dan Tuntutan Tahun 2025 dibuat, 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 Bali, 2 Januari 2025 

Mengetahui, 

Kepala Dinas Kebudayaan, 

Kepala Bidang Kesenian 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 

 

 

  

Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 

Pembina Utama Madya (IV/d) 

Putu Agus Yudiantara, A.Par., M.Par 

Pembina (IV/a) 

NIP. 19661201 199103 1 003 NIP. 19740821 199903 1 007 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha, S.Skar., M.Hum 

Pembina Utama Madya (IV/d) 

NIP. 19661201 199103 1 003 
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